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PROVlNSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATJ KATINGAN 
NOMOR <, TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARI\ PELAKSANAAN RETRIBlJSI PERPANJ/\NGAN IZlN 
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASINO 

DE NGAN RAH MAT TUIIAN Y /\NG MAHA ESA 

BUPATI Ki\TlNGAN, 

Menimbang :a. bahwa sebagai tindak Ianjut PeJaksanaan Peraturan Daera.h 
Kabu.paten Katingan Nomor 10 Tahun 20 l 3 te.ntang Retribusi 
Perpanjangan Izin Me1nperkerjakan Tenaga Ke1ja Asing, maka 
perlu mengatur Tata CaTa Pdaksanaan Retribusi Per panjangan 
Izin Memperke1jakan Tenaga Kerja Asing; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangru1 sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diat.as, perlu <litetapkan dengan Peraturan 
I3upati Katingan ten tang Tata C:;ira Pelaksanaan l<etrihusi 
Perpanja:11gan Tzin Memperkerjakan Tenaga Kcrja Asing; 

Mengingat : 1. Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupatcn Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Ounung· Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomo1· 4 180); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 
fndonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan 
Peraturan Perundang-Undtuigan (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No1nor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rqmblik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

5.. Peraturan Pcme1inlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pcmerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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7. Pcraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tenlang Ta.ta Cara 
Pembcrian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 51611; 

8. Peraturan Pemerintnh Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Lint.as dan Retrihusi Perpanjangan lzin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Ta.mbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mernpcrkerjakan Tenaga 
Kerja t\sing (Len1baran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 
Nornor 37 ); 

10. Pcraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nornor 12 
Tahun 2013 tcntang Tata Cara Pcnggunaan Tenaga Kerja Asing; 

M~MUTUSKAN : 

Menetapkan : PFJR,o\TURAN BUPATI Kl\TINGAN TENTANG TATA 
PELAKSANAAN RETRJBUSI Pl<:RPAN,JANGAN 
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING, 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang tlirnaksud dengan: 

CARA 
!ZIN 

1. Daerah adalahKabupaten Katingan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penye.lenggara Pemerintah Dacrah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan. 
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. 
5. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang marnpu 

melakukan peker:jaan guna menghasilkan barang clan/ jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun unt.uk masyarakat. 

6. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, 
adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan 
sebagai pcndamping TKA . 

7 . Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya d isingkat TKA, adalah warga Negara Asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah lnflonesia. 

8. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, 
adalah izin tertulis yang dibt:rikan oleh Mente:ri atau Pejabat yang clitunjuk 
kepada pemberi ke1:ja TKA. 

9. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pimpinan atau pejabat 
tertentu yang berisi keterangan tentang keadaan seseorang berdasarkan data­
data auLentik yang ada karcna diminta sendiri oleh pihak yang be1·sangkutan 
unluk kepentingan pribadinya. 

10. Rekomendasi perpanj~mgan IMTA, selanjutnya disin~t Rekomendasi adalah 
surat yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenag>1 Ke1ja Transmigrasi Kabupaten 
Kat.ing:u1 atau Pejabat yang ditunjuk kepada TKA yang akan memproses 
perpaI\jangan lMTAnya. 

l l. Perpanjangan lzin Memperkerjal<an Tenaga Asing yang sel0.11ju tnya disingkat 
Perpanjangall IMTA, adalah izin tcrtulis yang diberikan oleh Bupati / Walikota 
atau Pejabat yang dilunjuk kepada pe mberi kerja TKA scsuai dengan Perat.uran 
Perundang-U ndangan. 

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberia.11 izin tertentu yang khusus 
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13. Retribusi Perpanjangan lzin Memperkcrjakan Tenaga Ke1ja Asing yang 
selanjutnya disingkat Retribusi IMTA, adfllah pungutan atas pemberian 
Perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh BupaLi atau Pejabat yang ditunjuk 
kepada pemberi kerja TKA. 

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Rarlfln yang menurut Peraturan 
Perundang-Vndangan rctribusi cliwajibkan untuk melakukan pembay::iran 
retribusi, tennasuk pemungut atl'lu pe1notong retribusi tertentu. 

15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa da.n perizinan dari Pemerint.ah 
Daernh. 

16. Surat Ketctapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD adalal:1 
surat ketetapan retribusi yang menentukan bcsarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

17. Surat Seto ran Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan fonrrnlir atau telah dilakukan clengcUJ cara lain ke kas daerah 
n1elalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh Bupati. 

18. Surat Ketetapan Rf'.tribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi y;ing menentukan jumlah kredit 
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

19. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Paj;ik/Relribusi Daerah yang 
sela.njutnya disingkat SPMKPD/SPMKRD a.dalah surat perintah untuk 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DJ sebagai dasar kompensasi 
utang pa.iak/retribusi daerah atau dasar pembayaran kembali kelebihan 
pemhayaran pajak/retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi. 

20. Pemungutan adl;l.lah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pcnghimpunan data 
objek dan subjek pajak atau retribusi, penenman besarnya pajak atau retribusi 
yang terulang sa111pai kegiatan pcnagihan pajak a.tau retribusi kepada Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi serta peng,1wasan penyetorannya. 

21 Tempat pembayaran adalah Bank Pembangunan Oaerah Kalimantan Tengah 
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran 
retribusi. 

BAB !I 
PRMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN 

TEMPAT PEMBAYARAN 
Pasal2 

(1) Relribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD atau doln1men lain yang 
dipersarnakan. 

(2) Pcmbayaran retribusi Perpanjangan !MTA dilakukan di Bank Pcmbangunan 
[)aernh Kalimantan Tengah. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakuka.n 
berdasarkan SKRD atau dokume.n lain yang dipersamaka.n. 

(41 Pem\Jayai;an sebagaimana dimnksud pada ayat (3) clir.:n~t clalam buku 
penerimaan. 

(5) Bcntuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pmia ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalru11 Lampiran I Pcraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

( 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 2 ayat (2) harus 
dilakukan scca1·a tunai dan lunas. 

(2) Pembay;iran retribusi melalui rekcning bendahara pencri.ma sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengunakan SSRD. 

/3'1 Bentuk SSRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
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BAB Ill 
PENG8MRALIAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

(1) Atas kelebihan p-embayaran retribusi, wajib relribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2j Bu pati dalam jangka waktu paling lmna 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
pen11ohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), barus membeiikan Keputusan. 

(3j Apahila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengemhalian kelebihan retribusi dia.nggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 [satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlehih dahulu utang retribusi terse but. 

(5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya 
SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah kwal 
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati n1emberikan imbalart bunga sebesar 2 % 
(dua pcrsen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 5 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepada 
Bupati Katingan dengan sekurang-kurangnya menycbutkan : 
a. nama dan alamat wajib retribusi; 
b. masa retribt1si; 
c. besarnya kelebihan pembayara.n; 
d. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Pennohonan pcngembalian kelebihan pemhayaran retribusi disampaikan secara 
langsung atau melalui Pos terr.a.tat.. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengirim,m Pos tercatat merupakan 
bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

Pasal 6 

( 1) Pengembaiian kelebihan retribusi <lilRkukan dengan 111cncrbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribu si; 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang rettibusi 
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) pembayara.n dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dan bukti peminda.hbukuan juga berlaku 
sebagai bukti pembayaran. 

BAD IV 
PENGURANGANl, KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRJBUSI 

Pasal 7 

(1) Setiap wajib retribusi karena hal ce1ten tu dapat mcngajukan pcrmohonan 
pengurangan/ keringanan dan/ atau pembebasan retribusi kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 disampaikan dcngan 
melampirkan dokumen pendukung : 
a . SKR.D atau dokumen lain yang dipersamak.an yang cliajuk:.m; 
b. foto copy IMTA yang masih berlaku;dan 
c. alasan dan bukti pendukung. 

' .. ! 1. - • - : 
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penelitian administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilanju tkan dengtui 
penelit.ian lapangan. 

(4) Bentuk Keputusan Pengurangan, KerLnganan dan/ atau Pembebasai1 Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
lll yang merupakan bagian tidak terpisHhkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PEMANFMTAN PENERIMAAN RETRIBUST 

Pasal 8 

(1) Penerimaru1 retribusi perpanjangan IMTA diutarnakan pemanfaatannyfl untuk 
menclanai: 
a. Penerbitan dokume n izin; 
b. Pengawasan dilapangan; 
c:. Penegakan hukum; 
d. Penatausahaan; 
e. Biaya dampak negative dari perpanjangan IMTA;dan 
f. Kegialan pengembangan keahlian dan kcterampilan tenaga kerja lokal 

(2) Pemru1faatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebesar minimal 50% 
(lima puluh persera t.us) dipergunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 5% (lima perseratus) diberikan untuk insentif 
pelaksana pemungu tan retribusi. 

(3) Ketentuan mcngenai insentif pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) diatur lebih lanjut dengan Kcputusan Bupati. 

(4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan 
IM'J'A scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belru1ja Daerah. 

Pasal 9 

Pcnerbitan dokumen tzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, 
digunakan untuk mendukung penerbitan dokumen izin , mcliputi : 
a. pelayanan penerbitan rekornendasi; 
b . pelayanan penerbi tan perpanjangru1 IMTA; dan 
c:. peningkatan pelayanan penerbi tan rekomendasi dan perpanjangan tMTA. 

Pasal 10 

Pengawasan dilapangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (]) huruf b, 
digunakan untuk peningk.at.an kualitas pengawasan TKA, meliput.i : 
a. pengawasan norma penggunaan 'l'KA; dan 
b. peningkatan sumber daya bidang ketenagakerjaan. 

Pasal 11 

Penegakan hukum sebagaimana diinaksud dalam Pasal 8 :)yar (1) huruf c; 
digunakan untuk peningkatan kepatuhan tcrhadap Peraturan Perundang-Undangan 
penggunaan TKA, m.eliputi : 
a. penanganan pelanggaran penggunaan. TKA; 
b. pemberdayaan Tim Pemantau TKA; 
c. sosialisasi peraturan penggunaan TKA; dan 
d. intensifikasi retribusi perpanjangan IMTA. 

Pasal 12 

Pena tausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, digunakan 
untuk mendukung kelancaran admini.strasi penerbitan rekomendasi dan 



b. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 13 

Biaya da.m.pak negatif dari perpanjangan IM1'A sebagaimana. d.imaksud dalam Pasal 8 
ayat fl) huruf e, diper-gu,nakan untuk meminimalisir dampa,k negatif dari 
perprutj.angan IMTA, metiputi: 
a. pembinaan pada. masyarakat dan perusahaan penggun,a TKA;
b. penelitian pada penggunaan TKA; dan

c, -pembinaan hubungan ind st.rial yang harr.nonis anta.ra TKA da.n Tenaga Kerj.a
LokaL 

Pasal 14 

Kegmtan pengembang� keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huntf f, di.pergu.nakan untuk pe1nbinaan 
kemampuan dan ketetampilan pencari ke_rja dan tenaga: ke:rja lokal r meliputi 
a. fa:s'ilitasi penempatan tenaga kerja;·
b. peningkatan kemampuan dan keterampilan persona1ia. dan TKI pendamping;.
c. penin.g�t,:1n keterampilandan keahli� tertaga kerja lokal.;
d.. penmgtatan .kualitas, produktifi,tas dan kompentensi tenaga kerja lokal; dan 
e. Peningkatan ku.alitas program pelatihan dan ·pe:ngtmbangan tena.ga kerja lokaL

BABVH 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa.saJJ 15 

Pe-raturan Bu.pati Katingan ·ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, m•e_merintah� pengundangan Peraturan Hupa:ti 
ini dengan peri.empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.. 

Diundangkan di Kasongan 
pada tan lf ��Rm :uii!;

Ditetapkan di Kasongan 
·pada tanggal -4 MA�W .lo�
BUPATI KATING

�---

AHMAD YANTENGUE 

SEKRET. DAERAH KABUPATEN KATlNGAN, 

NJKODEMUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR  197 
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LAMPIRAN J PERATURAN BUPATI KATJNGAN 
NOMOR ~ ~A~un 201s 
TANGGAL A ,_,,~Rel :>-DI~ 
'fENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI 

M EMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASTNG. 
PERPANJANGAN 

BENTUK DAN IS1 SKRD 

[llNAS f,OSIAl.. TEKAGA KERJA SKRD 
OAN TRANSMIGRASJ (SURA'!' KE'l'ETAf>AN RETRIBUSI DAERAH) NOMOR 

KABUPATEN K.ATIN.(v\N Mtttxt Rt:tribusi : l!RUT: 

ILCa.rudal(l).01 lC$0-·an Tahun Retribusi : 

NPWRD : 
NAMA PERUSAI-IMN ; 

ALAMA'l' ; 

NP.MATKA 
'l'"n ... , Jatuh Tem-

110 KODB REKBIIIJIO tlRAIA1' RBTRIBIJ81 DABRAH .JUIILAB (Rp). 

J u mlab Ketcia-- - Pokok Rt:tribusi 

J umlah Sank•i : a. Sunga 

h. Kenaikan 
Jv.mlall Knel11n1hall 

Terbil=g : 

P.ERHATIAN : 
I H,mlp penyetor.m dilaku.kan pada S..nl< Pembangunan Kaltcng Cabang Kasong1>n 

Apabila SKRD ini tidak atau kurang diboya.r sctclah 1.ewat waktu paling lama 30 hari sejak .2 
SKRD ini diterima dikcnakan 5ana:s-i administraai berun.n buna.:i. 2°/u --r buJan . 

Kasong9n, .................................................... 20 .. 

· ·-····"•·•"··········· ··· ···-··""''' ''' ''" '"'' '"''' ' ' ''' '''·""''' '''' ' ' ' ''' ' 

........ , .......................................... .............. ,_, . .,., ........ 
NIP . ......................................................... ···- ··••·••······ 

..... ...... . .. .. .... . ..... .. .... Gunting disini .. ...... .......... ...... ... .... .. ..... . 

NPWRD 
Nama Perusahaan 
Alamat 
NamaTKA 

- - No. SKRD : ... ................. . 

Kasoogan , .... ... ......... . . 

Yang menerima, 

( ... ..................... ) 

N, 

AHMAD YANTENGLIE 

IZIN 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR ~ , ,>1-1ur, :>-01s. 
TANGGAL Y 1-1<'-~1:T 2.0,i; 

TENTANG TATA CARA PELAKSANMN RETRIBUSI 
MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. 

BENTUK DAN ISl SSRD 

DINASSOSIAL TENAGA KERJA SSRD 

PERPANJANGAN 

OAN TRANSMICRASI (SURAT SETORAN RETRIBUSI OAERAHJ NOMOR 

KABUPAHN KATINGIIN BULAN C 
B\JJCTI: 

JI. Ga,·ud.t No. 01 l<asoopo TAHUN -
Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan 

Tclah Menerima Uang Sebesar Rp. 

Dengan huruf ; 

Dari 
Nama Perusahaan : 

NPWRD 

Alamat 

NamaTKA 

Jenis Retribusi : Retrlbusi Tertentu 

Sebagai Pembayaran : Retribusi Perpanjangan Jjin Meinperkerjakan Tenaga Kerja Asing 

Selama .. .... ............... bulan 

KODE REKE!ffllG JUIILAH IR!II, 

Tanggal Diterirna Uang : 

Bank BPKT Cab. Kasongan Pembayar /Penyetor 

Bank BPKT Cab, Kasongan .............. ........ ,,,, .................. .. 

Lembaran AsLi f Putih) : Unluk. Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga 

Kuning : Badan Pengelola Keuangan dan Asel Kabupaten Katingan 

Merah : Untuk Bendahara Pene.rima BPl'PM Kabupaten Katingan 

Biru : Arsip 

AHMAD Y ANTENGLIE 

lZIN 
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR (, TAHur< ~o,s 
TANGGAL A MARl?'l ?-al ·/; 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRJBUSI 
MEMPERKERJAKAN TENAGA KER..TA ASING. 

PERPANJANGAN !ZIN 

KEPUTUSAN PENGURANGAN / PERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBU SI 

-PROVINS! KALJMANTAN TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR: 

TENTANG 
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSl ATAS SKRD 

PERPANJANGAN IMTA 

BUPATI KATINGAN, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan basil penelitian sebagaimana dituangkan d alam 
I.aporan Hasil Penelitian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

b. 

1. 

2. 

Retribusi atas SKRD Nomor .......... Tanggal, ......... .. .. .. , perlu 
inenetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang 
Pengurangan/Keringanan/Pembebasan RettibuRi atas SKRD 
Perpanjangan JMTA 'Nomor .... . .... . ..... Tanggal . . .... ... ; 
bahwa berdasarkan perimbaogan 3ehagaimana dimaksud dalam huruf 
a diatas, perlu ditetapkan dengan Kcputusan Bupati Katingan: 
Peraturan Da.erah Kabupaten Kati~an Nomor ..... Tahun .... Tentang 
Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembara Daerah .. .... ) 
Peratunm Bupati Katingan Nomor ........... Tahun . ... Tentang Tata 
cara Pelaksanaan Retribusi Perpaojangan Jz.in Memperkerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Belita Daerd.h Kabupaten Katingan Talmn ..... ) 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN BUPATI KATJNGAN TENTANG PENGURANGAN / KERlNGANAN 
/ PEMBEBASAN RETR.!BUSI ATAS SKRD PERPANJANGAN lMTA. 

Mengabulkan se~an/mcngabulkan seluruhoya/menolak *) atas 
pennohonan Pengu.rangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD 
Papanjangan IMTA Nomor ... .. .. .. Tangga ..... ......... . 
a. Nam a Wajib Retribusi ............ .. .... ...... .... ......... . 
b . Alo.m11t Wajib Retrit>usi . ... .. .......... ............ . .. .... .. . 
c. SKRD ...... . ..... ... ... .... ... .. .. ... .. .. . . 

Nomor 
Tanggal 

d . Jumlah Retribusi 

............ .. ........................ 

Keputus11n Bupati ini berl,aku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan d i Kasongan 
pad a tanggaJ .. ... ........... . 
BUPATT KATINGAN, 

AHMAD YANTENGLIE 

-AHMAD YANTENGLIE 
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